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GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH DIREKTORAT

JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU

2.1 Sejarah Bea dan Cukai

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu
organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula
dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia)
adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara.

Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi
global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan
perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang
masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada
sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang
kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah
kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara
“nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk
menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini).

Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De
Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah
bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya
adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoer-rechten (bea

ekspor/keluar), danaccijnzen (excise/cukai).Tugas bea (“bea” berasal dari bahasa



Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India)
inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan
yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22
Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1
Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor
13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal
29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai
sementara hanya mengurusi cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia
merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan
Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A
Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika
ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat
dipandang sebagai tanggal yang tepat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan
Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan
sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kanwil DJBC Riau dan Sumbar merupakan salah satu unit eselon Il dari
instansi vertikal pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang dibentuk
berdasarkan peraturan menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2006 tanggal 22
Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

Jendral Bea dan Cukai.
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Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat merupakan kantor wilayah yang
mempunyai pengawasan pelayanan masyarakat atas Provinsi Riau dan Provinsi
Sumatera Barat, dimana kedua provinsi tersebut memiliki karakteristik kekayaan
Sumber Daya Alam yang berbeda. Provinsi Riau merupakan sentra produksi
minyak kelapa sawit (crude palm oil) dan produk turunannya dan merupakan
penyumbang penerimaan Bea Keluar terbesar di Indonesia, sedangkan Provinsi
Sumatera Barat selain produsen minyak kelapa sawit (crude palm oil) dan produk
turunannya juga memiliki kekayaan sumber daya mineral dan batu bara.

Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat membawahi 8 (delapan) Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), yang meliputi 3 (tiga)
KPPBC Tipe Madya Pabean B, 1 (satu) KPPBC Tipe Madya Pabean C dan 4
(empat) KPPBC Tipe Pratama, yakni :

1. KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru
2. KPPBC TipeMadyaPabean B Dumai
3. KPPBC TipeMadyaPabean B TelukBayur
4. PPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan
5. KPPBC Tipe Pratama Bengkalis
6. KPPBC Tipe Pratama Bagan siapiapi
7. KPPBC Tipe Pratama Selat Panjang
8. KPPBC Tipe Pratama Siak Sri Indrapura.
Serta 12 (dua belas) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan 50 (lima

puluh) Pos Pengawasan Bea dan Cukai
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Mulai per Oktober Tahun 2017 Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera

Barat kini sudah menjadi Kantor Wilayah DJBC Riau saja.

2.2 Visi dan Misi Kantor Wilayah DJBC Riau

Visi :

Misi :

Menjadikan Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia
Visi DJBC Mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih
baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus
menerus terpelihara dari masa depan.

1. Kami menfasilitasi perdagangan dan industri.

2. Kami melindungi perbatasan dan menjaga masyarakat

Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal.

3. Kami mengoptimalkan penerimaan Negara disektor

kepabeana dan cukai.
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2.3 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Riau

Gambar 11.1
Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Riau
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Sumber : Kantor Wilayah DJBC Riau Tahun 2018
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Tabel 11.1
Sarana dan Prasarana di Kantor Wilayah DJBC Riau

SARANA DAN PRASARANA JUMLAH
KAPAL 0
SENPI 17
HANDY TALKIE 14
X-RAY 0
NAHKODA 2
KEPALA KAMAR MESIN 4
PENYIDIK PEGAWI NEGERI SIPIL 8

Sumber : Kantor Wilayah DJBC Riau Tahun 2018

2.4 Uraian tugas / unit kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Riau yaitu :

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung
jawab langsung kepada 8 (delapan) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai (KPPBC), yang meliputi 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Pabean B, 1 (satu)
KPPBC Tipe Madya Pabean C dan 4 (empat) KPPBC Tipe Pratama.
2.  Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan,
ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan
pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai
dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan.
3.  Bidang Kepabeanan dan Cukai

Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan

teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang undangan,
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melaksanakan penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan
di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis
potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar,
cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut
oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan
pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan hukum
di bidang kepabeanan dan cukai, serta asistensi dari segi hukum dalam
penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.
4.  Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perijinan dan fasilitasi
di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan penyuluhan dan publikasi
peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat,
serta memberikan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai.
5.  Bidang Penindakan dan Penyidikan

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan
pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan
pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran
peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan

tindak pidana kepabeanan dan cukai.
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6. Bidang Kepatuhan Internal

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas, pengendalian intern, pengelolaan risiko, pemantauan
pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan
pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak
lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas,

serta perumusan rekomendasi perbaikan proses di wilayah kerja Kantor Wilayah.
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